
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR    33   TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2022 

TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kreativitas dan 
mengoordinasikan dan melaksanakan program Pemerintahan 

dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah 
kerjanya; 

b. bahwa agar pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja 
kecamatan secara menyeluruh, perlu memuat pelaksanaan 
pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman serta perlindungan masyarakat menjadi unsur 
indikator dalam aspek penilaian, serta melibatkan peran 
Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) sebagai Tim 

Penilai Kinerja Kecamatan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 

ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 
tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan, salah satu 
tugas Camat adalah mengoordinasikan upaya 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui 
tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dalam menyusun 

rencana pembinaan dan kebijakan dalam bidang pelayanan 
dan pengendalian ketenteraman, ketertiban umum, dan 
perlindungan masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Evaluasi Kinerja Kecamatan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);  

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6779); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi 

Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6770); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548); 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);  

11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan (Berita Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 5); 

12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang 
Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN 
EVALUASI KINERJA KECAMATAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 
Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan 
(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 5), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Tim Penilai Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 meliputi: 

a. Bupati Banjar sebagai Pembina; 

b. Wakil Bupati Banjar sebagai Pengarah; 

c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar sebagai 
Penanggung Jawab; 

d. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
sebagai Ketua; 

e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai 

Sekretaris;  

f. Inspektur sebagai Anggota; 

g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
sebagai Anggota; 
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h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan 
Aset Daerah sebagai Anggota; 

i. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota; 

j. Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai Anggota; 

k. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai 
Anggota; 

l. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai 
Anggota; dan 

m. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan 

sebagai Anggota. 

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

 

(1) Evaluasi Kinerja Kecamatan didasarkan pada tipologi 
masing masing Kecamatan. 

(2) Indikator penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi: 

a. aspek administrasi; 

b. aspek pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa; 

c. aspek pelayanan publik; 

d. aspek kesejahteraan sosial; 

e. aspek ketentraman dan ketertiban; 

f. aspek pemerintahan umum dan pelimpahan 
kewenangan; dan 

g. aspek pemberdayaan masyarakat; 

(3) Uraian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Setiap indikator penilaian diberi skor dan nilai tertentu 
untuk menghasilkan peringkat Kecamatan. 

(5) Dalam hal hasil penilaian memiliki skor akhir sama, Tim 
Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator 
penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang 

kinerja, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan. 
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3. Lampiran Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2023 
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan dihapus. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

 
Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal 21 Agustus 2023 

BUPATI BANJAR, 
 

                   Ttd 

SAIDI MANSYUR 
Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 21 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 

 
Ttd 

                 MOKHAMAD HILMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 33 


